Journal of Social and Economics Research

Volume 5, Issue 2, Desember 2023

P-ISSN: 2715-6117
Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

E-ISSN: 2715-6966

LEGAL PROTECT OF WOMEN AND CHILDREN WORKERS IN INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA DAN

ANAK DI INDONESIA

Fauzia Zainin

Prodi Ilmu Hukum, Institut Teknologi dan Ilmu Sosial

Email : fauziazainin2303@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Correspondent

Fauzia Zainin

fauziazainin2303@gmail.c
om

Key words:

Women and Children
Workers

Website:
httpsy//idm.or.id/J[SER/inde
x.php/JSER

Page: 2321 - 2330

article 1 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment states
that, Labor is every person who is able to carry out work to produce
goods/or service either to meet their own or for public". This definition
also includes women and child workers. Research purposes this is to
find out the legal protection for female workers in terms of Law
Number 13 of 2003 concerning Employment and Conventions
Internationally, as well as programs used to anticipate child labor.
Based on the results of the discussion in this article, the author draws
the conclusion that Legislation made by the government regarding
safety protection and occupational health are sufficient to regulate and
provide protection against labor, especially female labor, namely
providing women with unions and democracy in the workplace,
protection of women workers against discrimination, protection of the
fulfillment of basic workers' rights, protection on occupational safety
and health; and urge people who can afford it to adopt for street
children, where street children are part of society or Citizens also have
the same rights as other children, they are children The streets have the
right to education and welfare to live a decent life community
members.
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Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa,”Tenaga kerja adalah
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang/atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Dalam
pengertin ini termasuk juga pekerja wanita dan anak. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum
terhadap tenaga kerja wanita ditinjau dari Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
Konvensi-Konvensi Internasional, serta program-program
yang digunakan dalam mengantisipasi pekerja anak.
Berdasarkan hasil pembahasan dalam artikel ini, Penulis
menarik kesimpulan bahwa Peraturan Perundang-undangan
yang dibuat pemerintah tentang perlindungan keselamatan
dan kesehatan kerja sudah cukup untuk mengatur dan
memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, khususnya
tenaga kerja perempuan, yaitu memberikan perempuan
berserikat dan berdemokrasi di tempat kerja, perlindungan
tenaga kerja perempuan terhadap diskriminasi, perlindungan
terhadap pemenuhan hak-hak dasar pekerja, perlindungan
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja; serta menghimbau
masyarakat yang mampu untuk mengadopsi bagi anak
jalanan, dimana anak jalanan merupakan bagian dari
masyarakat atau warga negara juga mampunyai hak yang
sama dengan anak-anak lainnya, mereka anak jalanan berhak
mendapat hak atas pendidikan dan kesejahteraan untuk
hidup layak sebagai anggota masyarakat.

Copyright © 2023 JSER. All rights reserved

PENDAHULUAN

Gejolak kehidupan bernegara dewasa ini masih menyelimuti gemuruhnya
suasana demokrasi untuk menentukan siapa sebagai calon pemimpin bangsa,
dimana masyarakat menengah ke bawah terpengaruh adanya kenaikan harga
bahan pangan yang kian melambung, pengaruh terhadap masyarakat di
kalangan petani didorong oleh merebaknya isu positif dikalangan usahawan
yang mendorong perekonomian sehingga pergolakan politik tidak menimbulkan
kekerasan sehingga pengaruhnya terhadap masyarakat dapat memikat investasi
lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk
meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan
masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.
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Salah satu syarat untuk keberhasilan pembangunan nasional adalah kualitas
manusia Indonesia yang menentukan berhasil tidaknya usaha untuk memenuhi
tahap tinggal landas. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai
tanpa memberikan jaminan hidup, sebaliknya jaminan hidup tidak dapat
tercapat apabila manusia tidak mempunyai pekerjaan, dimana dari hasil
pekerjaan itu dapat diperoleh imbalan jasa untuk membiayai dirinya dan
keluarganya.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga
terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan
pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi
yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan
mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan
kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga
keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk
itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain
mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan
daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan
penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-
industri baru yang menimbulkan banyak peluang bagi angkatan kerja pria
maupun wanita. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat
organisasi yang rendah dan tidak membutuhkan keterampilan yang khusus
lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita dan anak-anak.
Tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta penghasilan
di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutuin,
dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan
daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja wanita. Tidak hanya pada tenaga kerja
wanita yang sudah dewasa yang sudah dapat digolongkan pada angkatan kerja.
Tetapi sering juga anak-anak yang selayaknya masih harus belajar di bangku
sekolah. Disisi lain dalam kehidupan masyarakat perkotaan terdapat celah
kehidupan yang sangat mempriatinkan dengan munculnya kehidupan anak
jalanan yang berkeliaran di persimpangan jalan, keramaian lalulintas yang tidak
memperhatikan keselamatan dirinya.

Masalah tenaga kerja saat ini terus berkembang semakin kompleks sehingga
memerlukan penanganan yang lebih serius. Pada masa perkembangan tersebut
pergeseran nilai dan tata kehidupan akan banyak terjadi. Pergeseran dimaksud
tidak jarang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri dan
perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil
langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung segala perkembangan
yang terjadi.

Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang
melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai perdamaian
dan keadilan setiap orang. Hukum seyogyanya memberikan keadilan, karena
keadilan itulah tujuan dari hukum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi dalam perlindungan buruh
maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.
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Perlindungan buruh diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan Pasal 67-101 meliputi perlindungan buruh penyandang
cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja,
pengupahan dan kesejahteraan. Dengan demikian,Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga
kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses
produksi.

Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak
dalam Pasal 37. pasal 39 ayat 4, Pasal 43 ayat 2 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbedaan yang
sangat menonjol pembangunan secara fisik tidak diimbangi dengan
pembangunan moral bangsa akan berakibat rusaknya fundamen tatanan
kehidupan didalam masyarakat itu sendiri. Pendidikan di lintas sektoral perlu
ditingkatkan guna mengangkat citra bangsa didunia Internasional bahwa
kebangkitan suatu bangsa ditandai dengan pedulinya masyarakat terhadap
kehidupan anak jalanan yang kian hari makin bertambah.

Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar
bisa menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan serta
perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini merupakan esensi dari disusunnya
undang-undang ketenagakerjaan yaitu mewujudkan kesejahteraan para
pekerja/buruh yang akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha di
Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan
pengetahuan ilmiah atau ilmu.! Secara umum metode penelitian adalah cara
sistematis untuk menyusun suatu ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris
(yuridis empiris) yang merupakan suatu tahapan penelitian yang melihat hukum
dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan
masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.2

Metode pendekatan yang digunakan seiring dengan metode penelitian diatas
adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis yang merupakan
mengindentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang
real dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.?

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang merupakan
pengumpulan data yang diambil dari lapangan melalui observasi dan
wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat
memberikan informasi yang dibutuhkan dan juga berkaitan dengan
permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yaitu pengumpulan data

! Suryana, 2010, Metode Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,
Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, hal. 21.

2 Soejono & Abdurrahman, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 37.

3 Soejono Soekonto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia
Press, hal. 51.
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mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang
berwujud laporan.4

Metode analisa yang digunakan dalam penyajian data artikel ini adalah metode
kualititatif yang merupakan penyajian data primer dan data sekunder dalam
bentuk deskriptif yang menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan secara
jelas tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Ditinjau dari Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi-
Konvensi Internasional

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
disebutkan bahwa,”Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang/atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Aturan hukum untuk pekerja perempuan ada yang berbeda dengan pekerja laki-
laki, seperti cuti melahirkan, pelecehan seksual di tempat kerja, jam
perlindungan dan lain-lain.

1. Pedoman Hukum Bagi Pekerja Wanita
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
khususnya Pasal 76, 81, 82, 83, 84, Pasal 93, Kepmenaker No. 224 tahun
2003 serta Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama
perusahaan yang meliputi:
1) Perlindungan Jam Kerja
Perlindungan dalam hal kerja malam bagi pekerja wanita (pukul
23.00 sampai pukul 07.00). Hal ini diatur pada pasal 76 Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi
dalam hal ini ada pengecualiannya yaitu pengusaha yang
mempekerjakan wanita pada jam tersebut wajib:
a. Memberikan makanan dan minuman bergizi
b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja
c. Menyediakan antar jemput bagi pekerja perempuan yang
berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 - 05.00.
Tetapi pengecualian ini tidak berlaku bagi pekerja perempuan
yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun ataupun
perempuan hamil yang berdasarkan keterangan dokter berbahaya
bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya apabila bekerja
antara pukul 23.00 - 07.00. Dalam pelaksanaannya masih ada
perusahaan yang tidak memberikan makanan dan minuman
bergizi tetapi diganti dengan uang padahal ketentuannya tidak
boleh diganti dengan uang.

4 Ibid, hal. 52.
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2) Perlindungan dalam masa haid
Padal Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan diatur masalah perlindungan dalam masa haid.
Perlindungan terhadap pekerja wanita yang dalam masa haid
tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid
dengan upah penuh. Dalam pelaksanaannya lebih banyak yang
tidak menggunakan haknya dengan alasan tidak mendapatkan
premi hadir.

3) Perlindungan Selama Cuti Hamil
Sedangkan pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah cuti hamil.
Perlindungan cuti hamil bersalin selama 1,5 bulan sebelum
saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan dengan
upah penuh. Ternyata dalam pelaksanaannya masih ada
perusahaan yang tidak membayar upah secara penuh.

4) Pemberian Lokasi Menyusui
Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan mengatur masalah ibu yang sedang menyusui.
Pemberian kesempatan pada pekerja wanita yang anaknya masih
menyusui untuk menyusui anaknya hanya efektif untuk yang
lokasinya dekat dengan perusahaan.

2. Peranan Penting Dinas tenaga Kerja
Peran Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap pekerja wanita yakni dengan melalui pengesahan dan
pendaftaran PP & PKB Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja, Sosialisasi
Peraturan Perundangan di bidang ketenagakerjaan dan melakukan
pengawasan ke Perusahaan.’

3. Hambatan-Hambatan Hukum Bagi Pekerja Wanita®
Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan
hukum terhadap pekerja wanita adalah adanya kesepakatan antara
pekerja dengan pengusaha yang kadang menyimpang dari aturan yang
berlaku, tidak adanya sanksi dari peraturan perundangan terhadap
pelanggaran yang terjadi, faktor pekerja sendiri yang tidak menggunakan
haknya dengan alasan ekonomi.

Agar langkah ini dapat efektif maka negara harus menjabarkannya dan
mengusahakan untuk memasukkan jabaran konvensi tersebut ke dalam rumusan
undang-undang negara dan menegakkannya dengan cara mengajukan para
pelanggarnya ke muka sidang pengadilan. Namun demikian, preempuan sendiri
masih belum banyak yang sadar bahwa hak-haknya dilindungi dan bahwa hal
tersebut mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perempuan. Adalah sangat
prematur untuk mengadakan bahwa CEDAW sudah dihormati dan
dilaksanakan secara universal.

CEDAW memerintahkan kepada seluruh negara di dunia untuk tidak
melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Di dalam CEDAW ditentukan

5> Hubert Rampersad. 2006. PERLINDUNGAN WANITA. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, hal. 33-47.

¢ Timothy A. Judge dan Stephen P. Robbins. 2008. PEKERJA WANITA Edisi 12. Jakarta:
Salemba Empat, hal. 100.
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bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah perlakuan yang berbeda
berdasarkan gender yang:

1. Secara sengaja atau tidak sengaja merugikan perempuan;

2. Mencegah masyarakat secara keseluruhan memberi pengakuan terhadap
hak perempuan baik di dalam maupun di luar negeri; atau

3. Mencegah kaum perempuan menggunakan hak asasi manusia dan
kebebasan dasar yang dimilikinya.

Perempuan mempunyai hak atas perlindungan yang khusus sesuai dengan
fungsi reproduksinya sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat (1) CEDAW huruf f
bahwa hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk usaha
perlindungan terhadap fungsi reproduksi. Selain itu seringkali adanya
pemalsuan dokumen seperti nama, usia, alamat dan nama majikan sering
berbeda dengan yang tercantum di dalam paspor. Tenaga kerja yang tidak
berdokumen tidak diberikan dokumen perjanjian kerja. Hal ini juga sering terjadi
pada pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri. Maka untuk itu CEDAW
pada pasal 15 ayat (3) mengatur yaitu negara-negara peserta bersepakat bahwa
semua kontrak dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum, yang
ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum para wanita, wajib dianggap
batal dan tidak berlaku.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak

Pengembangan dan penerapan berbagai program yang tepat dan terarah
diharapkan dapat mengantisipasi keadaan agar tidak menuju pada kondisi yang
lebih buruk. Program-progran tersebut antara lain harus berintikan pada
pemecahan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pekerja anak, yang
meliputi:

1. Pendidikan.”
Pendidikan merupakan investasi yang tidak ternilai bagi masa depan
suatu bangsa. Kualitas sumber daya manusia pada masa yang akan
datang sangat ditentukan oleh pengembangan dan pemberdayaan anak-
anak pada saat ini. Anak sebagai penentu kehidupan suatu bangsa pada
masa yang akan datang harus memiliki kualitas pendidikan yang lebih
baik (better educated) untuk menghidari terjadinya sebuah generasi yang
hilang (lost generation) yang diprediksi sebagai akibat menurunnya
kondisi fisik, mental, sosial dan intelektual anak sebagai akibat krisis
ekonomi yang berkepanjangan. Wajib belajar harus menjangkau seluruh
lapisan anak, tidak terkecuali para pekerja anak. Program SD dan SLTP
terbuka merupakan salah satu alternatif yang dapat memungkinkan
pekerja anak meningkatkan pendidikan dan pengetahuannya, untuk
menyongsong masa depan yang lebih baik.

2. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan terhadap hak-hak pekerja
anak8

7 C. E. Beeby, 2005, Pendidikan di Indonesia: Penilaian dan Pedoman Perencanaan, terj.
BP3K dan YIIS, Jakarta: LP3Es, cet. II1., hal. 21.

8 http://www.ebooklibs.com/word-documents/pekerja_anak perlindungan.html pada
tanggal 17 Juni 2021.perlindungan anak, permasalahan yang berhubungan dengan pekerja anak
akan semakin mudah dan cepat mendapatkan perhatian baik dalam lingkup nasional bahkan inter-
nasional.
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Keseriusan pemerintah dan masyarakat sangat diragukan dalam
mendorong kesadaran para pekerja anak terhadap hak-haknya, hal ini
tentunya juga didorong oleh berbagai anggapan tentang kecilnya kasus
yang muncul. Kurangnya perhatian dari pemerintah dan masyarakat
inilah sebetulnya yang membuat permasalahan pekerja anak jarang di
angkat kepermukaan. Peran serta masyarakat (LSM) sangat dibutuhkan
dalam memberikan advokasi maupun sosialisasi hak-hak pekerja anak.
Dengan mewujudkan sebuah jaringan.

3. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum?
Lemahnya penegakan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak
merupakan indikasi adanya sikap ambivalen pemerintah terhadap
permasalahan ini, disamping juga rendahnya tingkat pengetahuan dan
perhatian aparat penegak hukum. Peningkatan jaringan kerja sama LSM
dalam melakukan advokasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak
sangat dibutuhkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan antara
hak dan kewajiban. Salah satu cara lain dalam mengatasi permasalahan
“pekerja anak”, khususnya anak jalanan yaitu dengan jalan adopsi.
Pengertian adopsi yaitu pengakatan anak berusia balita yang dimana
kondisi dalam kelangsungan hidupannya termasuk kondisi keluarga
yang tidak mampu atau bisa juga sebab lain.
Dalam prespektif HAM adopsi merupakan jalan terbaik guna
menanggulangi dan mengurangi beban penderitaan masyarakat miskin
maupun masyarakat anak jalanan itu sendiri karena anak-anak
merupakan asset bangsa sebagai generasi penerus dan merupakan
potensi sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional jangka pendek
maupun jangka panjang. Untuk itu dibutuhkan pembinaan dan
memberikan kesempatan kepada anak bangsa yang terlantar di jalanan
yang dalam pendidikan kurang mendapatkan semestinya di usia belajar.
Kondisi ini merupakan tugas kewenangan kita bersama sebagai
kepanjangan tangan dari tugas negara untuk mengayomi khususnya
pemerintah dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang peduli atas
kehadiran anak-anak tersebut untuk mengenyam pendidikan.

SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

1. Pelaksanaan peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan tersebut,
khususnya dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja
perempuan dilaksanakan oleh pemerintah, pengusaha dan pekerja pada
perusahaan-perusahaan, berorientasi pada tiga domein, yaitu domein
tenaga kerja, pengusaha dan pemerintah (lingkungan kerja).

Pemerintah dan pelaksana peraturan perundangan tersebut telah
melakukan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan perundangan
tersebut, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, politik, budaya
dan kultur yang berkembang dalam masyarakat. Peraturan perundangan
yang dibuat pemerintah tentang perlindungan keselamatan dan

% Helena Poerwanto dan Syaifullah, 2005. Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan dan
Keselamatan Kerja, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia., hal. 49 — 53.
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kesehatan kerja sudah cukup untuk mengatur dan memberikan
perlindungan terhadap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan,
yaitu memberikan perempuan berserikat dan berdemokrasi di tempat
kerja, perlindungan tenaga kerja perempuan terhadap diskriminasi,
perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar pekerja, perlindungan
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Dengan adanya kondisi seperti ini program-program perlindungan anak
sangatlah dibutuhkan adanya. Jika program-program yersebut dapat
berjalan sebagaimana yang direncanakan, tentunya keberadaan “pekerja
anak” akan dapat dikurangi. Adopsi bagi anak jalanan perlu segera
ditangani secara serius dengan pertimbangan bahwa hak suatu warga
negara adalah sama untuk memperoleh kemerdekaan dalam kehidupan,
usia anak yaitu usia pendidikan dan usia belajar dan bermain, perlunya
kasih sayang dan perhatian dalam kehidupannya, maka dari itu di
himbau bagi masyarakat yang mampu untuk mengadopsi bagi anak
jalanan, dimana anak jalanan merupakan bagian dari masyarakat atau
warga negara juga mampunyai hak yang sama dengan anak-anak
lainnya, mereka anak jalanan berhak mendapat hak atas pendidikan dan
kesejahteraan untuk hidup layak sebagai anggota masyarakat.

Saran
Diharapkan kepada penegak hukum dan ahli hukum untuk:

1. Lebih memperhatikan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita
yang bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan keluarganya supaya
tidak kekurangan.

2. Memberikan perlindungan hukum serta pembinaan kepada pekerja anak-
anak dan anak jalanan yang memilih kerasnya kehidupan demi
menyambung hidup karena tidak ada lagi tempat mereka bergantung
dan mengadu.
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